GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

N

3.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, perlu disusun suatu Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menctapkan Peraturan
Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayvat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negara (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

HARD KABAN /KADIS/ |\ crorpny BEXKDA
HUKUM KARO

R 7 12 /

Dipindai dengan CamScanner



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daecrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemecrintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
547);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

Menetapkan MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1
Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali
ditetapkan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi.

5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
menyelenggarakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
selanjutnya disebut dengan kepala PD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala PD yang mempunyai
fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola
keuangan daerah.
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10.

Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang sclanjutnya disingkat DPA-
PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
olch pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan PD yang selanjutnya
disingkat DPAL-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan scbagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah

yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan
Anggaran badan/dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan seclaku
Bendahara Umum Daerah.

. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PD yang selanjutnya

disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daecrah, yang selanjutnya disingkat

RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik
dacrah untuk periode 1 (satu) tahun.

. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yang

selanjutnya disingkat RKPBMD, adalah dokumen perencanaan
kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjuitnya disingkat KAK adalah

dokumen perencanaan kegiatan yang berisikan uraian tentang latar
belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan
hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-PD Tahun Anggaran 2020, meliputi :

a.

b.

Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan; dan
Rencana Kerja dan Anggaran Belanja.

Pasal 3

Petunjuk teknis penyusunan RKA-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2\ w1 2019

} GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,/

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 w¢l 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A. L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ~\%, NOMOR
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

I. Gambaran Umum :

1. Pemerintah Daerah menctapkan target pendapatan dan capaian kinerja
setiap belanja, baik dalam konteks dacrah, satuan kerja perangkat
daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjclas
efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan
harus memberikan informasi yang jelas dan terukur scrta memiliki
korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan
kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target
kinerjanya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Tcknis Daerah, Biro
dan UPT menyusun RKA-SKPD untuk Anggaran Belanja Langsung
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendeckatan kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja;

b. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja dimaksud
berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja,
analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar
pelayanan minimal.

c. Indikator kinerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
program dan kegiatan yang direncanakan.

d. Capaian kinerja yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan
dicapai berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

e. Analisis standar belanja yaitu merupakan penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu
kegiatan.

{. Standar biaya yaitu merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur.

3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi
tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang
direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur
yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

4. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan agar
mempedomani Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, dan Standar
Biaya serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan besaran
harga/biaya yang dianggarkan dalam APBD diatur dengan Peraturan
Gubernur.
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II. Tata Cara Penyusunan Anpearan

A. Teknis  Penyusunan  Rencann Kerjoo don Anggaran Soatuan Kerjao
Perangkat Dacrah  (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 memerlaknn
pemahaman sebagai berikul ;

1.

1o

w

Target kinerja yang ditetapkan, merupoakan rencana kinerjn sebunh
SKPD dalam rangka melaksanakan tugns dan funpgsi SKPD, dan aton
penugasan prioritas pembangunan nasional dolam ranglka mencapi
tujuan  dan  sasaran  strategis  pembangunan doaernh o yong
dilaksanakan oleh SKPD;

Informasi kinerja yang ada dalam RKA-SKPD meliputi:

a. Program, outcome program, indikator kinerjo utama progroon;
dan

b. Kegiatan, output kegiatan, indikator kinerjn kegiatan.

Informasi tersebut merupakan kebijakan kinerja yang ditetaplan

dan bersifat baku serta menjadi referensi dalam penentuan alokasi

pendanaannya, Informasi tersebut juga telah tercantum  dalam
dokumen RPJIMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.,

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD seluruhnya

dalam kerangka pelaksanaan  tugas fungsi  SKPD  dan  atau

penugasan  prioritas  pembangunan  daerah.  Oleh karena  itu
peruntukan alokasi anggaran harus memperhatikan urutan prioritas
sebagai berikut :

a. Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional SKPD  yanp
sifatnya mendasar, seperti alokasi untuk Gaji, honorarium dan
tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan perkantoran;

b. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas
pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau
perioritas pembangunan  daerah  (dimensi kewilayahan)  yang
tercantum dalam RKPD Tahun 2020;

¢. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan  yang  bersifat
tahun jamak (multi years).

Penyusunan RKA-SKPD menggunakan KAK RKA-SKPD sebagai salah

satu data pendukung. SKPD menyusun informasi kinerja beserta

alokasi anggarannya dalam KAK RKA-SKPD. Informasi yang tertuang
dalam KAK RKA-SKPD per SKPD dirckapitulasi dalam dokumen

SKPD. Dalam hal ini SKPD menyusun KAK RKA-SKPD denpan

memasukan komponen input  beserta  kebutuhan  dana

menghasilkan output kegiatan sesuai tugas dan Tunpsi.

KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegintan

yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator

keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan

penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegintan,

Dalam rangka peclaksanaan  pengarusutamaan  gender  dalam

pembangunan  Provinsi  Kalimantan  Barat  dan  mewujudkan

Anggaran Responsil Gender (ARG) maka SKPD dalam penyusunan

RKA-SKPD agar melampirkan hasil analisa pender melalui Gender

Analysis Pathway (GAP) yang  dituangkan dalam dokumen Geneder

Budget Statement (GBS) yang sudah diasistensi oleh SKPD Teknis.

a. ARG adalah anggaran  yang respon terhadap  kebutuhan
perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan
kesejahteraan dan keadilan gender;

b. GAP merupakan salah satu analisis gender yang perlu dilakukan

pada tahapan awal proses perencanaan dan  penganggaran
responsil gender;

untuk
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c. GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output
kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada,
dan atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan
untuk menangani permasalahan kesejahteraan gender.

7. Penyusunan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing output
kegiatan, disusun dalam komponen-komponen input sesuai
klasifikasi jenis belanja dan sumber dana.

8. Penghitungan kebutuhan dana komponen input berdasarkan pada
standar biaya dan/atau kepatutan dan kewajaran harga apabila
tidak diatur dalam standar biaya.

B. Penyusunan RKA-SKPD

Kepala SKPD, Kepala Lembaga Tecknis Daerah, Kepala Biro selaku
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) menyusun
RKA-SKPD yang dipimpinnya dalam rangka penyusunan dan
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
RKA-SKPD disusun harus mempedomani :

1. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat tentang Pagu Sementara
Tahun Anggaran 2020;

2. Dokumen RPJMD, Rentra SKPD, RKPD, Renja SKPD, RKBMD, dan
RKPBMD.

3. Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-SKPD;
4. Standar Biaya, Standar Satuan Harga Barang dan Jasa; dan
5. Kode Rekening.

Selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun tersebut, ditandatangani
oleh pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (PA/KPA). RKA-SKPD yang telah disusun tersebut
disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan
tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang batas tanggal
penyampaiannya akan ditetapkan dalam surat Edaran Gubernur
tentang Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
menetapkan jadwal pembahasan bersama (Asistensi RKA-SKPD) antara
SKPD dengan TAPD dan PPKD.

Apabila terjadi perubahan RKA-SKPD berdasarkan hasil kesepakatan
dalam pembahasan bersama (Asistensi RKA-SKPD) antara TAPD dengan
SKPD, dilakukan penyesuaian RKA-SKPD. Selanjutnya RKA-SKPD yang
telah ditelaah menjadi dasar penyusunan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seluruh dokumen pendukung RKA-SKPD tersebut diatas, disalin dalam

bentuk data elektronik dengan menggunakan program aplikasi yang
servernya berada pada PPKD.

Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan

Kepala SKPD  menyusun Rencana pendapatan yang memuat kelompok,
jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, vyang
dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD yang bersangkutan kedalam RKA
Pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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IV. Rencana Kerja dan Anggaran Belanja
A. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Belanja Pegawai

a,

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri
Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan
gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas
dan gaji keempat belas.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan
Calon PNSD dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(P3K) sesuai formasi Tahun 2020.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya
maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan  bagi
Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta
PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk
pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan keschatan
bagi Kepala Dacrah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan
kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan
dianggarkan dalam APBD.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta
Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD
disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus
memperhatikan  kemampuan  keuangan daerah  dengan
persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Kebijakan dan penentuan
kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan
Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
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g. Standar satuan biaya Tambahan  Penghasilan  PNSD
dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas,
kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

h. Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian
obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bunga

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk
menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas
kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman
scbagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada
perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan
publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban
Pelayanan Umum (Public Service Obligation,). Belanja
Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga
tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh
masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga
tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang
merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang
banyak.

Sebelum belanja subsidi  tersebut dianggarkan dalam APBD
Tahun Anggaran 2020, perusahaan/lembaga penerima subsidi
harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari
APBD mempedomani peraturan Gubernur yang mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi
hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298
ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan
lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5. Belanja Bagi Hasil Pajak

a. Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber
dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah
kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah
yang bersumber dari pendapatan  pemerintah provinsi
dianggarkan secara bruto, scbagaimana maksud Pasal 24
ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20109.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut
memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun
Anpearan 2020, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran
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2019  yang  belum  dircalisasikan  kepada pemerintah
kabupaten/kota ditampung  dalam  Perubahan  APBD Tahun
Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah
Dacrah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2020,

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi
dacrah  Provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD
Tahun Angparan 2020 scbagaimana maksud Pasal 94
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 24 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi  hasil pajak
dacrah dan retribusi dacrah dari pemerintah provinsi kepada
pemerintah  kabupaten/kota dan  belanja  bagi  hasil pajak
dacrah dan retribusi dacrah dari pemerintah kabupaten/kota
kepada pemerintah desa dalam APBD  harus diuraikan ke
dalam  daftar nama pemerintah  kabupaten/kota  dan
pemerintah  desa selaku  penerima  scbagai  rincian obyek
penerima bagi hasil pajak dacrah dan retribusi dacrah sesuai
kode rekening berkenaan,

6. Belanja Bantuan Keuangan

a.

Belanja  bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada
pemerintah dacrah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sctelah alokasi
belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
dipenuhi  olech pemerintah dacrah dalam APBD Tahun
Anggaran 2020.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada
pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal,
membantu  pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang
tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian
bantuan keuangan terscbut, serta dalam rangka kerjasama
antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing
daecrah,

Pemberian bantuan kcuangan dapat bersifat umum dan
bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum
digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan
menggunakan  formula antara lain  variabel: pendapatan
daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas
wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
Bantuan kecuangan yang bersifat khusus digunakan untuk
membantu  capaian  kinerja program prioritas pemerintah
daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
Pemanfaatan bantuan kcuangan yang bersifat khusus
ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspck teknis penganggaran, dalam APBD pemberi
bantuan keuangan harus diuraikan daltar nama pemerintah
dacrah seclaku pencerima bantuan keuangan scbagai rincian
obyck penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening
berkenaan.

Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan
dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan dianggarkan pada
jenis  belanja  bantuan keuangan, obyek belanja bantuan
keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja
nama partai politik penerima bantuan kecuangan. Besaran
penganggaran  bantuan  keuangan kepada partai  politik
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berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan  Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan Kcpada Partai Politik dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan  Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik.

7. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah
dacrah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi
berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan
mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan
kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. Belanja Langsung :

. Belanja Pegawai

a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,
penganggaran honorarium bagi PNSD memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran
program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja
kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian
honorarium bagi PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada
pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dalam kegiatan benar-
benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas
pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam satu kegiatan tidak
diperkenankan pemberian honorarium ganda (hanya membentuk
1 (satu) tim/satgas/panitia).

Penganggaran belanja pegawai diuraikan ke dalam jenis belanja
pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja
berkenaan.

b. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke
dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan
rincian obyek belanja honorarium PNSD. Besaran honorarium
bagi PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala
Daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam
kegiatan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan
Kepala Daerah.
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b,

Pengangparan  untuk  Jaminan  Keschatan  bagi  Pepawai
Pemerintah Non  Pegawai Negeri, yaitu pegawai  tidak  tetap,
pegawai  honorer, staf  khusus  dan  pegawai  Jain yang
dibayarkan olch APBD, dianggarkan dalam  APBD  dengan
mempedomani Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2004,
Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2011 dan  Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013, sebagaimana telah  diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19
Tahun 2016,

Penganggaran uang  untuk  diberikan kepada pihak
ketigan/masyarakat, hanya  diperkenankan  dalam  rangka
pemberian  hadiah  pada  kegiatan  yang  bersifat  perlombaan
atau penghargaan atas suatu prestasi,

Pengangparan belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan  serta
memperhitungkan  estimasi  sisa  persediaan  barang Tahun
Anggaran 20109,

Pengembangan  pelayanan kesehatan  di luar  cakupan
penyelenggaraan  jaminan  keschatan  yang  disediakan  oleh
BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala
Dacrah hanya berupa pelayanan medical check up scbanyak |1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu
istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan
kesehatan  dan  dianggarkan dalam  bentuk program dan
kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait
schagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.

Sclanjutnya, pengembangan pelayanan keschatan di  luar
cakupan penyelenggaraan jaminan keschatan yang
disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD hanya berupa pelayanan medical check up
sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk
istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan
dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada
SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up
dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap
memprioritaskan  Rumah  Sakit Umum Daerah setempat,
Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit
Umum Pusat terdekat.

Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC),
pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan
Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
Penyelenggaraan jaminan keschatan bagi seluruh penduduk,
terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor
101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan
Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah  Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Juran Jaminan Keschatan dan Peraturan
residen Nomor 12 Tahun 2013 scbagaimana telah diubah
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beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28
Tahun 2016 tentang Perubahan Kectiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Keschatan,
yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan
keschatan melalui BPJS Keschatan yang bersumber dari
APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada
SKPD yang menangani urusan keschatan pemberi pelayanan
kesehatan.

Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah  dacrah
dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal
6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan
besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan dacrah.

. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan,
dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa mempedomani
peraturan Gubernur yang mengatur tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan
sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat
(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan
lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran
berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun
barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap
diserahkan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka
kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam
negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,
dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya
dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan
dinas dimaksud schingga relevan dengan substansi kebijakan
pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding
dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Khusus  penganggaran  perjalanan dinas luar negeri
berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman
Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Dacrah, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam  rangka memenuhi  kaidah-kaidah  pengelolaan

keuangan dacrah, penganggaran belanja perjalanan dinas

harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban scsuai
biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai
berikut:

1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan
biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya
diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat
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Pimpinan Tinggi Madya dan pcjabat yang diberikan
kedudukan atau hak keuangan dan (fasilitas setingkat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak
menggunakan  fasilitas  hotel atau tempat penginapan
lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan scbesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif
hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan

pelaksana  perjalanan  dinas dan dibayarkan secara
lumpsum.

4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara
lumpsum.
Standar satuan uang harian perjalanan dinas,
besarannya harus rasional sesuai dengan pengeluaran
untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan
uang saku di daerah tujuan.

Penyediaan  anggaran untuk  perjalanan dinas yang
mengikutsertakan Non PNSD diperhitungkan dalam belanja
perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas
dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yvang
ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

Penganggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
pengembangan sumber daya manusia bagi:

1) pejabat daerah dan stal pemerintah daerah;
2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
3) unsur lainnya seperti tenaga ahli,

diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah
provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal
terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,
workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah
dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek
urgensi,  Kualitas  penyelenggaraan, muatan  substansi,
kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan
penyelenggara  scerta  manfaat yang akan diperoleh guna
efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta
tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

. Penganggaran  untuk  penyelenggaraan  kegiatan  rapat,

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,
workshop,  lokakarya, seminar atau sejenis lainnya
diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah,
seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik
pemerintah daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang berpedoman pada daltar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
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3. Belanja Modal ' ‘
a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja

modal pada APBD  Tahun  Anggaran 2020  untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik
serta pertumbuhan ekonomi daerah.

. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan asct tctap yang
memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dacrah,
dan batas minimal kapitalisasi aset.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut
adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah scluruh
belanja yang terkait dengan pcngadaan/pembangungn asct
sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahuq
2019 dan Lampiran 1 Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemcrintah_
Nomor 71 Tahun 2010 dan Buletin Teknis Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 71 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud
Berbasis Akrual.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset
tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai
batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan
memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan
manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau
peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 353
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan

sesual dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah
berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan
terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik
dacrah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang
milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang
milik daerah yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya,
perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan
salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan
anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru
(new initiative)] dan angka dasar (baseline) serta penyusunan
RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah
dimaksud berpedoman pada standar barang, standar
kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar
kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota berdasarkan
pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana
diatur dalam Pasal 9 ayat (1), avat (3), ayat (4) dan ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

KARD
HUKUM

KABAN/KADIS/ ASISTEN 1 SEKDA

11

X

Y /

\

Dipindai dengan CamScanner



Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung ‘dan
bangunan milik dacrah mempedomani Peraturan Presiden
Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan

Gedung Negara.

e. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untulf
Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menterl
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasnona!
dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagl
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari
APBD.

4. Lain-lain :

a. Mecnjamin tersedianya alokasi anggaran untuk membiayai
kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi years contract)
pada SKPD yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan
bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

b. Pengalokasian anggaran ke dalam jenis belanja langsung agar
mengacu kepada :

1) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Kebijakan
Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat;

2) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Kode Rekening
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020;

3) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Standar Biaya
Tahun Anggaran 2020.

c. Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh

PPKD selaku SKPD;

RKA-PPKD digunakan untuk menampung;:

1) pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan
pendapatan hibah,;

2) belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan,
dan belanja tidak terduga; dan

3) penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah.

d. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan
belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang
pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki
dasar hukum yang melandasinya.

e. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak
selesai pada Tahun Anggaran 2019 dengan menggunakan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD)
dengan berpedoman pada Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
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1)

2)

3)

4)

Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun
Anggaran 2019.

Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2020 sesuai
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah  (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 dengan
berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan
anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam

DPAL SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut:

a) Peneclitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian
pckerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian
Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa,
kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.

Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan

kelalaian  Penyedia  Barang/Jasa  atau  Pengguna

Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga

kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali

sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL sectelah
terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :

i. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau
belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2019 atas
kegiatan yang bersangkutan;

ii. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D
Tahun Anggaran 2019; dan

iii. SP2D yang belum diuangkan.

f. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan
yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar
ditampung kembali di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran
2020 pada anggaran belanja langsung SKPD berkenaan.

g. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria
bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak,
akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna
barang/jasa (force majeure).

h. Pergeseran anggaran kegiatan :

1)

2)

Dalam rangka tertib pengelolaan administrasi di Bidang
Anggaran, maka untuk kegiatan yang sudah diterbitkan Surat
Penyediaan Dana (SPD)nya tidak dapat untuk dilakukan
pergeseran termasuk kegiatan yang belum dilaksanakan
namun SPDnya sudah diterbitkan.

Pergeseran anggaran kegiatan/revisi memenubhi kritena :

a) Belanja Mengikat adalah merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan
oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan sctiap bulan dalam tahun anggaran vang
bersangkutan sesuai Pasal 106 ayat (3) Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
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b) Belanja Wajib adalah untuk terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat
antara lain pendidikan dan keschatan dan/atau
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga sesuai Pasal
106 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

¢) Belanja Darurat, sckurang-kurangnya memenuhi kriteria
sebagai berikut :

- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

— tidak diharapkan terjadi secara berulang;

—berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah; dan

- memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kecadaan
darurat.

sesuai Pasal 162 ayat (1) Permendagri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri 13 Tahun

2006.

d) Belanja Mendesak, mencakup :

— Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
angggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan; dan

- Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan  kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah daerah dan masyarakat.

sesuai Pasal 162 ayat (6) Permendagri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri 13 Tahun
2006

Apabila dalam asistensi/pembahasan RKA-SKPD terjadi
pengurangan anggaran kegiatan, maka hasil pengurangan
anggaran kegiatan dimaksud dapat diproyeksikan oleh TAPD
pada kegiatan-kegiatan prioritas daerah lainnya.
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